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Lampiran 3. Salinan Putusan  



 

 

Lampiran. Berkas operasi non yustisi  

  



 

Lampiran  7  Transkip Wawancara  

Narasumber : Kusnanto S.H., M.H. 

Jabatan : PPNS Bidang Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

Hari, Tanggal : 29 April 2023 

 

NO Pertanyaan Hasil 

1 Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2018 terdapat 4 (empat) 

wewenang Satuan Polisi 

Pamong Praja. Berkaitan 

dengan penertiban minuman 

beralkohol bagaimana Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Jepara melakukan tindakan 

penertiban nonyustisial 

Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan 

Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Jepara memiliki 

suatu Bidang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 Pasal 13 

yaitu Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas dan wewenang untuk 

menyiapkan bahan perencanaaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, 

pengkoordinasian. Kalau di Satpol sendiri biasanya melakukan operasi tidak 

hanya focus dalam satu kasus, contohnya operasi cukai dan rokok illegal ke toko-

toko dan kios-kios di pasar yang ditemui toko tersebut menjual miras jenis 



 

terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum 

yang melakukan pelanggaran 

atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2013 Tentang Larangan 

Minuman Beralkohol? 

 

tertentu beberapa botol. Pemilik toko atau kios kita bina untuk tidak melakukan 

perbuatan melanggar peraturan lagi dan mirasnya kita sita. Belum ada data yang 

lengkap terkait operasi non yustisial namun ada beberapa dokumen yang bisa 

dilihat. Salah satu contoh adalah  warga  Desa Menganti yang kedapatan 

memperdagangkan minuman beralkohol di rumahnya pada tanggal 21 April 

2020, berdasarkan laporan dari warga Desa Menganti, dalam operasi non-yustisi 

Satuan Polisi Pamong Praja menyita 10 botol Bir Anker 

2 Dalam wewenangnya, Satuan 

Polisi Pamong Praja diberi 

wewenang untuk menindak 

warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat. 

Dalam lingkup penertiban 

miuman beralkohol bagaimana 

Ya, yang baru ditangani yaitu kasus konsumsi minuman beralkohol yang 

dilakukan oleh WNA asal Korea yang bekerja disalah satu pabrik Kabupaten 

Jepara. WNA ini mengkonsumsi miras pada saat acara buka puasa di S&S café 

dengan anak buahnya. Ini jadi viral gara-gara diupload ke TikTok oleh salah satu 

pegawainya. Kejadian seperti ini kami sebagai penegak Perda langsung bergerak 

cepat untuk menindak kasus. WNA Korea mengkonsumsi miras dengan 46 orang 

anak buahnya disalah satu café yang berada di Desa Mindahan Kidul Kecamatan 

Batealit, peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 April 2023, kasus ini viral di media 

sosial TikTok  karena direkam oleh salah satu pegawainya dan unggah di media 



 

implementasinya ? 

 

sosial. Mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat bulan suci Ramadhan 

dinilai meresahkan masyarakat Kabupaten Jepara. karena kasus ini melanggar 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Pj Bupati Jepara memberikan Surat 

Perintah Tugas Nomor SPT/7/IV/2023/SATPOL-PP  pada tanggal 26 April 2023 

kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara untuk melakukan 

penindakan dan Razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan 

di S&S café dan ditemukan barang bukti berupa satu botol Bir Bintang kosong 

dan satu buah gelas setelah itu. Pada tanggal 27 April 2023 kami  mengirimkan 

Surat Pemberitahuan di mulainya penyidikan tindak pidana 

mengkonsumsi,minuman beralkohol  yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26 

April 2023 kepada Kepala Kejaksaan Kabupaten Jepara di sertai dengan 

pengiriman berkas tindak pidana ringan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Kabupaten Jepara untuk disidangkan pada hari Jum‟at 28 April 2023 Pukul 09.00 

WIB. Pada siding tersebut terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana “Mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin di wilayah Kabupaten 

Jepara” dan diharuskan membayar denda sebanyak Rp. 2000.000..- (dua juta 

3 Satuan Polisi Paamong Praja 

Kabupaten Jepara diberi 

wewenang untuk melakukan 

tindakan penyelidikan terhadap 

warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran atas 

Perda. Dalam konteks 

penertiban minuman 

beralkohol, bagaimana 

penyelenggaraannya ? 

 

4 Apakah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Jepara 



 

melakukan tindakan 

administratif terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2013 

Tentang Larangan Minuman 

Beralkohol? 

 

rupiah ), menetapkan barang bukti yang dimusnahkan yaitu 1 (satu ) botol Bir 

bintang kosong dan 1 (satu) buah gelas serta membebankan kepada terdakwa 

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah). 

 

 

 

5 Bagaimana penertiban 

minuman beralkohol di 

Kabupaten Jepara ? 

Kami sudah melaksanakan kewenangan sebagai mana mestinya menegakkan 

Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara, namun setelah diimplementasikan 

memang tidak menjawab masalah yang ada, masih ada banyak kasus yang 

terjadi. Pada tahun 2022 DPRD menggelar kajian ulang terkait Peraturan Daerah 

Larangan Minuman Beralkohol menjadi Pengendalian Minuman Beralkohol, 

tidak bisa dipungkiri kebutuhan masyarakat akan minuman beralkohol itu 

memang ada walaupun Jepara dibranding  dengan label religious. Kami sebagai 



 

penegak pun setuju apabila diubah menjadi pengendalian, yang mana kita dapat 

memantau dari distributor terdaftar tidak seperti sekarang ini, cakupannya terlalu 

luas 

 

  



 

Narasumber : Abdul Khalim, S.H., M.H. 

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum    

dan Ketentraman Masyarakat 

Hari, Tanggal : 29 April 2023 

NO Pertanyaan Hasil 

1 Dalam penertiban minuman beralkohol di 

Kabupaten Jepara apa saja yang menjadi 

faktor kendala dalam melaksanakan tugas 

? 

Personil kami hanya 36 orang dan tersedikit di Jawa Tengah, PPNS kami hanya 3 

orang padahal yang berkewenangan untu menyidik adalah PPNS. Minimal 10 orang. 

Di Jepara masih banyak wilayah yang belum terpegang dengan kami yak arena 

kekurangan personal. Kami sudah menyampaikan keadaan ini pada pimpinan. 

Semoga saja masalah ini cepat teratasi. Dengan kondisi seperti ini dapat 

mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam 

menegakknya Peraturan Daerah. Selain itu adalah kurangnya Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil atau PPNS yang mana PPNS lah yang berwenang untuk menyidik kasus 

pelanggaran Peraturan Daerah lalu diajukan kepada Pengadilan Negeri. Hambatan ini 

terjadi karena penyesuaian anggaran yang mana mengahruskan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Jepara bertahan dengan kondisi seperti ini. 



 

Penegakan larangan minuman beralkohol mempunyai corak tersendiri disbanding 

penegakan Peraturan Daerah lainnya. Masyarakat jarang sekali mau melaporkan 

pengedar minuman beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja  karena masyarakat 

merasa membutuhkan mereka. Kami merasa menjadi musuh masyarakat karena tidak 

berjalan seiringan.  

 

Selain itu sekarang lebih canggih, minuman alcohol bisa dikemas dengan cara apa 

saja dan dijual dengan metode apasaja. Yang sedang marak sekarang adalah penjualan 

melalui whatsapp lalu di COD kan. Kami dan tim sedang membuat program untuk 

kasus yang ini namun tidak dapat saja sebutkan disini.  

 

Faktor yang lain yaitu banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami risiko 

kesehatan, sosial, dan keamanan yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. 

Mereka lebih cenderung memiliki toleransi, ada persepsi bahwa pelanggaran terhadap 

peraturan terkait minuman beralkohol adalah hal yang biasa atau tidak begitu penting. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah terkait minuman 



 

beralkohol juga dapat menjadi kendala. 

 

Tidak ada kontrol disetiap batas wilayah Kabupaten Jepara. yang namanya minuman 

beralkohol kan ada pabriknya, disetiap perbatasan Kabupaten Jepara tidak ada 

penjagaan secara ketat ya otomatis minuman beralkohol terdistribusi darimana saja. 

Ya tetap saja Jepra tidak bisa steril. Larangan ini bisa dilakukan ketika kita bisa 

kontrol disetiap perbatasan 

 

WNA yang datang kesini juga membawa budaya, antara lain pada awal bulan April ini 

terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan 

Minuman Beralkohol oleh salah satu WNA yag berasal dari Korea yang bekerja di 

pabrik Kabupaten Jepara, kasus ini viral di TikTok. Pj. Bupati Jepara memerintahkan 

langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak pelanggaran tersebut dan 

dibekali dengan surat perintah tugas nomor : SPT/7/IV/2023/Satpol-PP. ini terjadi 

pada salah satu kafe di kecamatan Mindahan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Apakah hambatan tersebut berdampak 

signifikan dalam kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam menjalankan 

wewenangnya ? 

 

Ya, tapi kami tetap mengoptimalkan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau 

dilihat dari kasus yang berhasil kami tangani itu sangat luar biasa dengan keterbatasan 

yang ada. menurut kami, dengan personal yang hanya 36 orang dan mampu 

melakukan kewenangan, kegiatan operasi penertiban kasus minuman beralkohol di 

seluruh kabupaten Jepara ini sudah sangat optimal. Ini dibuktikan pada bulan Agustus 

2022 kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja  berhasil menyita miras sebanyak 3.597 

botol 

3 Apakah sudah ada solusi dalam 

mengatasi hambatan yang sedang dialami 

? apabila sudah, bagaimana solusinya ? 

Belum ada, namun saat ini Pemerintah Daerah sedang mengupayakan perbaikan-

perbaikan pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. Seperti kajian 

perubahan perda dari larangan minuman beralkohol menjadi pengendalian minuman 

beralkohol 



 

Lampiran 8 . Dokumentasi Penelitian 

 

 


